

BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR <9-TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

KABUPATEN SIAK 

BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, maka dipandang perlu 
dilakukan penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Daerah Manusia Kabupaten Siak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Kabupaten Siak. 

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



Lembaran Nesara Nomor r^q 7 \ 0 _i_ • 9 O-Hibanan 

kali dengan Undang-Undani "f'^ 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T^u^O M 

^ p 5^u£S£ ^Zo^, *« 

6 1^*« Indonesia^Tahun 

Nomor 5153); ’ & han Lembaran Negara Republik Indoensia 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun om a f + ^ 

M-T K 68 ^ Re P ublik 'ndonesia Tahuni ^Nomo^ 

’ mbahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 q ^ f 
Nomo^OM)” Pr ° dUk HUkUm Daerah (Berita Ne « ara Tahun2015 

“ SSSSaSra 


Menetapkan 


MEMUTUSKAN : 

manusia dae^h A ^bup1tcn E s N iak MBANAN SUMBER daya 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 • Daerah adalah Kabupaten Siak; 

pemerintah daerah^dan DPRD m^numrila^ 1 ? UTU ^ pemerinta han oleh 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam si^^T 1 ^ tUg&S pembantuan 
Republik Indonesia sebagaimana H^ ™ dan pnnsip Ne § ara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 ; U & &m Undan g-Undang Dasar Negara 

Pemerintahan Daerah yan^meminmtn veTk^ Seb& T f ai unsur Penyelenggara 
menjadi kewenangan Daerah otonom; ? P Sanaan U rusan Pemerintahan yang 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 

perwakilan rS^at ^Mrah^^ang DPRD ada ' ah lemba S a 

pemerintahan daerah; § dukan sebagai unsur penyelenggara 


6 d °r ^T m ^n^ ke zt;“ otonom u r k m ~ 

sesuai dengan peraturan perundLg-un^“ ; kepentm 8“ masyarakat setempat 

7 ' ^lg^empu^ai^ams-bateis^ wilavah ^an^ 1 ' ,f dakdl ke “ masyarakat hukum 
urusan pemerintahan dan kenenfirma y&ng ef wenang mengatur dan mengurus 
sen^herdasarkan = ^a 

8 - daerah daiam 
sekretanat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamaL^ kelurahan; 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; 

MtJmlsif Da^Kabupaten^ak; 311 KepegaWaian dan Pengembangan Sumber Daya 
M^mts^Daer^TabupaterfSiak. 3 * 1 KeWWal “ da " Pengembangan Sumber Daya 


( 1 ) 


( 2 ) 


BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 2 

mSii:& 


Pasal 3 


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 


(1) Susunan Organisasi 
Manusia terdiri atas: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan 
’ u ® a §i an Keuangan dan Kepegawaian. 

7 1 o a ^^ dminiStrasi Kepegawaian membawahi : 

1. Subbidang Kepangkatan; 

2. Subbidang Mutasi dan Jabatan; dan 

3. Subbidang Informasi dan Pengadaan- 

f’t7h'H eng T banga ? SUmber Daya Aparatui - membawahi 

1. Subbidang Pengembangan Karir; 

2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan 

3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal 

' Jsubw'Sg Pem n bi d „ a aan P ! ngaWaSan membaWahi : 

2. Subbidang Kesejahteraan; dan 

3. Subbidang Kinerja; 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 


<2) ^2“ SekretariS ^ “ di bawab da " bertanggung jawab 

bertanggung jawab^kepada^Kepala Bada Bldang yang berada dibawah dan 

d M an ^^ Sub ^ yang berada dibawah 

SUbbid “ g y “ g b - ada “ 

S^DaTCm^Tbtl^rte " ?? egaWaian dan Pengembangan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati* amplran yang me rupakan 


(4) 

(5) 

( 6 ) 


BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 


Pasal 4 

S'. 1 * “— 

— -=s - '’sssmshsstss 

t sssz p '"““ «« '•“*« 

Pelatihan; g S dl bldang Ke Pegawaian, Pendidikan dan 

C ' PSlaPOran Pela, ~ ‘ UgaS di bidan ® Kepegawaian, 

'■ dfSSepetaStnfS 'ZtS™!™*™ Pemerintah “ 

" togs“ fUngSi Mn ^ diberikan oleh bppati ^suai dengan tugas dan 


Bagian Kedua 
Sekretariat 


( 1 ) 


( 2 ) 


Pasal 5 

melaksanakan tugas 

pembinaan penyelenggaraan «dZw bidang-bidang, pengawasan dan 
Program dan penyelenggaraan administrasi keua^a/Tertrmengkoord^ 81 "^ 11 

pelaksanaan tugas dan fungsi; 8 mengkoordinasikan 

me^u“Sk an tUgaS Sebagaimana yang dtaa ksud pada ayat (1), Sekretaris 
penyusunan rancangan kebijakan Badan- 

a- ~ 


a. 

b. 

c. 


d. 


f. 

g- 

h. 


pengdoiaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan 
masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; 
pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja- 

standar 0perai Prosedur (S0P) kegiatan Badan; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Badan- dan 

J ‘ m^ Sana r n tUgaS lair J yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 6 

(1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas • 

a ' Umum™" renCana °P erasional Program kerja Sub Bagian Perencanaan dan 

b. melakukan kegiatan surat menyurat; 

c. melaksanaan kearsipan dan ekspedisi; 

d. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi- 

e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis’(Renstra)- 
1" me l a ksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan- 

8 ' ?et“f L A™r SUnan bah “ h 3130 ™ ’ A “ ilitas Ki ”«ja instansi 

h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA- 

'■ keg a aten? akan inVentarisasi Pemasalahan penyelenggaraan program dan 

j. mengevaluasi hasil program kerja; 

k. membimbing mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan J aalam 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. i ungsinya aalam 

(2) . Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a ' Ke e p n i^wa I ian; renCana ° pemsi ° nal P ro § ram kerja Subbagian Keuangan dan 

mengendalikan rencana tahunan; 

menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan- 
mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan- ’ 

““nfoZSr’ 311 ' Peng ° lahan ’ Penganalisaaa da " P»" ^ta 

membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 

menyiapkan proses administrasi terkait dengan’ penatausahaan keuangan 
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g 

^fl iapk T pemb ^ kuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum- 
melaksanakan perbendaharaan keuangan- ’ 

melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas- 
mengajukan SPP untuk pengisian kas. SPP beban tetap dan sfp R aii atas 
persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah vane 
ditetapkan sebaga. Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati- ’ J8 

memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi- ’ 

m. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai 
dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran- 
melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat 

ertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta 
lampirannya dan laporan bulanan; oeserta 

Ke^ngan^RFK^ ^ men § koordinir Laporan Realisasi Fisik dan 

membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam 
upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 


b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
g- 


i. 

j- 

k. 


1 . 


n. 


o. 



q- 

r. 


t. 


u. 


mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara; 
mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan 

mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan 
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


Bagian Ketiga 

Bidang Administrasi Kepegawaian 
Pasal 7 


(1) Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian agar berjalan 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan urusan 
dan pelayanan administrasi kepangkatan, mutasi, jabatan, pengadaan, data dan 
informasi kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan adminstrasi 
kepangkatan, mutasi, jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian; 

b. pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Administrasi Kepegawaian; 

c. pembinaan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan 
fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

d. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; 

e. penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara’tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 8 

Kepala Sub bidang Kepangkatan mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 
Kepangkatan; 

b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan 
Aparatur Sipil Negara; 

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

d. mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 

e. memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 

f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 9 


Kepala Sub bidang Mutasi dan Jabatan mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 
Mutasi dan Jabatan; 

b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi mutasi pegawai; 

c. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi jabatan pegawai; 

d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 


e. mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 

f. memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 10 


Kepala Sub bidang Informasi dan Pengadaan mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 
Informasi dan Pengadaan; 

b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi data dan informasi 
kepegawaian; 

c. menyelenggarakan urusan dan pelayanan dokumentasi data arsip 
kepegawaian; 

d. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kebutuhan, formasi dan 
pengadaan pegawai; 

e. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kartu identitas pegawai 
dan kelengkapannya; 

f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 

h. memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 

i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

Pasal 11 


(1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur agar berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir 
pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pengembangan pendidikan formal 
pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi meliputi’ 

a. perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir, 
Pendidikan dan Pelatihan struktural, Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan 
teknis serta pendidikan formal pegawai; 

b. pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Aparatur; 

c. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan 
fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

d. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; 

e. penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 12 

Kepala Sub bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas : 

a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 
Pengembangan Karir; 


b ’pegawlr 8 ^^ 11 UmSan dan pelayanan ad ministrasi pengembangan karir 

c. melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan potensi pegawai, perencanaan 

pengembangan karir pegawai; ’ P erencanaan 

d. melaksanakan kegiatan assesment pegawai; 

e ' at ? memfasiHta ^ pegawai mengikuti diklat teknis, 

f. melaksanakan 

8 7r e ognXiaten h ; a dan eValUaSi la Poran pelaksanaan 

h ' Hs^^STuaT 1 d U en™n an f diberikan oleh P™Pi«an baik secara tertulis maupun 
Usan sesua dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 13 


Kepala Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas : 

^ Pektihan" perenCanaan teknis P elaksan aan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan 

b ' rpaTturTpTnegma™ 33 " ^ Pelayanan admin istrasi Pendidikan dan Pelatihan 

menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan 
struktural, dan fungsional aparatur sipil negara; ’ 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi - 
menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan - dan 
iTssn seT T '“«"S ****** «‘«h pimpinan baiL secara tSuto ma“pun 

kekncaran^etaksanaan^ugas^' fUngSinya ^ "*** “ kun e 


C. 

d. 

e. 

f. 


Pasal 14 

Kepala Sub bidang Pengembangan Pendidikan Formal mempunyai • 

a. menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 
Pengembangan Pendidikan Formal; ang 

b ^n I H-a 1- L nSg f raka ? urusan dan pelayanan administrasi pengembangan 
pendidikan formal pegawai; g aiigan 

c. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan ikatan 
dinas pegawai; 

d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

bal f n eval ^ asi dan la P° ran pelaksanaan program/kegiatan; 
memben tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai dengan tugas dan fungsi; dan P 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
a upun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 


e. 

f. 

g- 


( 1 ) 


( 2 ) 


Bagian Kelima 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur 

Pasal 15 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan 

yang a melk)uti P Den tU l ^ berjalan SeSUai dengan P rosedur yang telah ditetapkan 
yang meliputi penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan 

t P u|ardan k fun g a s b aan P6gaWai dan kinerja P e g awai serta koordinasi pelaksanaan 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Krpala 
i ang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur mempunyai fungsi meliputi:’ 

a ‘ DeJXnaTn n ke^ nC ^ na pdaksanaan urusan dan pelayanan adminstrasi 
pembinaan, kesejahteraan dan kinerja pegawai; 


pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengawasan 


b. pengawasan 
Aparatur; 

< sesuai dan 

SSSr^ *£ «as 


Pasal 16 

Kepala Sub bidang Pembinaan mempunyai tugas : 

Pembirfaan; perencanaan teknis Pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 

disi^^d^^^yelesa^rTka^i^p^^w^ 0311 »*“«”«" pegawai, 

i- ^^ gram/kegiatan; 

sesuai dengan tugasd^fdngsrdan 15 ™ 311311 ^ ‘ ertUliS mau P un lis a” 

" ”san kS sTua? 2l W b S2i'“ P im P iban f ^ara tertulis maupun 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugal 38 “ fUngsmya dalam ran 6 k a 


Pasal 17 

Kepala Sub bidang Kesejahteraan mempunyai tugas • 

a ' K^sejahteram^ renCanaan ^ P elak ™ Program/kegiatan Sub Bidang 

c b : SSp=KS^Talfb“ s Cw^ sejahteraan “ 

d. menyelenggarakan urusan pensiun pegawai; 8 

f ™ enyelenggarakan peningkatan kesegaran jasmani pegawai- 

peg^;" 88 an UrUSan dan PeIayanan adminiS ‘ rasi P-berian penghargaan 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi- 

3SSSSsS£=«k==»- 


g- 

h. 

i. 


Pasal 18 

Kepala Sub bidang Kinerja mempunyai tugas : 

Kineija* Un perencanaan te kms pelaksanaan program/kegiatan Sub Bidang 

b. menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kinerja pegawai- 

d menvp enggam ^ an pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja pegawai- 

d. menyelenggarakan urusan dan pelayanan absensi dan cuti pLwai- 

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; § 

melSh^ an bakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan- 
8 ' baik — “ — lisan 

h 'l?san k “ n den?ark g diberikan ° kh PimpiMn baik secara tertulis maupun 

mendukung kelancianpe~a gaa C3 8aS ““ fUngSinya dal3m ^ 


BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
Pasal 19 


!o! n n -! Pel . al ? sana Tak ™ s merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan 

w Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 20 


Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi 

a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya; dan 

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 


rasai 21 


Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 


BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal 22 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
keahliannya^ 118 tCrbagl dalam berba gai kelompok sesuai dengan bidang 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh 

-D L4.JD9.Ll, 

( 3 ) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

e utuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


BAB VI 
TATA KERJA 


Pasal 23 


( 1 ) 


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas pokoknya masing-masing. 


( 2 ) 

(3) 

(4) 


Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 


Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasi 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 


Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan 
berkala tepat waktu. 


(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
anjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 


,6) -a», tembusan Iaporan wajib 

hubungan kerja. §aniSasi lam y an g secara fungsional mempunyai 


_ bab VII 

pengangkatan dan pemberhentian 
dalam jabatan 

Pasal 24 

yang memenuhiTy 8 iat d ato s d l^ < ^S^ eh D ®" p !| l ti dari Pe g a ™ Negeri Sipil 
perundang-undangan. Daerah sesuai dengan peraturan 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang Kena la ^hn • , 

Fungsional diangkat daiffflSiS Subbidang -rta Jabatan 
memenuhi syarat atas usul Kepala Badan m i i P& o dan Pe § aw ai Negeri Sipil yang 
peraturan perundang-undangan. 6 alU1 Sekretaris Daerah sesuai dengan 


d) 

( 2 ) 


(4) 


bab viii 

JABATAN/ESELON 
Pasal 25 


13) "Xn niam 18 " P |y P ‘ najl ^ prsI * ma - 

" seust* e— 

jabatan pengawas 8 ^ Kepala Subbaglan merupakan jabatan eselon IVa atau 


BAB IX 

ketentuan peralihan 

Pasal 26 

Kedudukan, ^basunan* ■ Urat Pelaksa ™ Teknis dengan 

sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetan m'".‘V' 3 * 3 ^ erja y ang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pefaksa'nlTeLr^gT^i^r ^ 


BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 


PciScil t 27 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 2 Mcwcwbec 2016 


l 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
Pada tanggal iH.ouew'Dc.c 2016 


BUPATI SIAK, 



^SYAMSUAR 


i 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 


Drs - H. TJWtiAMZAIl 
Pembinagftama Madya 
NIP. 19600125 198903 1 
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